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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili
perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya SULTHON MILADIYANTO, SH., MH.,
dan | WAYAN SWANDAYANA, SH., Advokat, beralamat di Jl
Widas Y-2 Srikandi, Malang berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juni 2021 dengan
Nomor : 2317/Kuasa/6/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor 4053/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1 Bahwa pada tanggal 5 April 2006, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan Perkawinan yang sah di hadapan Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar, sebagaimana bukti
Kutipan Buku Nikah Nomor; 87/03/W/2006, tertanggal 5 April 2006;

2 Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang,
selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Penggugat (bulan
September 2006) bekerja menjadi TKW ke Hongkong, berselang 1 (satu)
bulan kemudian (bulan Oktober 2006) Tergugat juga bekerja menjadi TKI
ke Malaysia ;

3 Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
tidak dikaruniai anak ;

4 Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat pulang ke , Kabupaten
Malang;

5 Bahwa setelah penggugat di Indonesia terjadi pertengkaran
dengan tergugat melaui Telefon dikarenakan tergugat tidak memberi
nafkah baik lahir maupun batin;

6 Bahwa penggugat pernah mencari ke orang tua tergugat tetapi
jawabannya masih di Malaysia;

7 Bahwa kemudian sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang tidak
ada kabar lagi dari Tergugat;

8 Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
harapan lagi dalam membangun sebuah rumah tangga, dan telah
terjadi pula pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2008
hingga sekarang kurang lebih selama 13 Tahun, maka akan lebih baik
bila Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan tali Perkawinan
dengan Perceraian;

9 Bahwa atas rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya
PENGGUGAT berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat
meneruskan hidup berumah tangga bersama TERGUGAT. karena
kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud

sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;
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Berdasarkan alasan dan dalil — dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2.  Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro TERGUGAT kepada
PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Atau : Menjatuhkan Putusan lain yang seadil — adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas
panggilan tanggal 07 Juli 2021 Nomor 4053/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang
dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat sudah tidak berada di alamat
tersebut;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara
Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup
rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk
mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 4053/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg
tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya
dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam
ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang
berbunyi:

llgisly pSss51 ou lsxbols b95] Usiosall Lol
NTYS SEPANEY
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kamu mendapat rahmat”;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon
agar diperkenankan mancabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum
Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip
doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841
K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila
pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa
persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan
masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam
berita acara persidangan tanggal 14 Juli 2021 ternyata Penggugat dalam
perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara
berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha
mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah
tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa
pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi
peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73,
dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor
4053/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada
hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1442
Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
MAKMUR, M.H. dan Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim
Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
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pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Drs. MAKMUR, M.H. Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Kuasa : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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